
GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATRA BARAT,

Menimbang: a. bahwa melaksanakan Pasal 6 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, ditetapkan
sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa Provinsi Sumatera Barat secara geografis
memiliki potensi bencana cukup tinggi seperti, Erupsi
Gunung Api, Longsor, Banjir, Banjir Bandang,
Gelombang Pasang, Gempa Bumi, Kebakaran,
Kebakaran Lahan, Abrasi Pantai, Abrasi Sungai,
Angin Kencang (Badai/Puting Beliung/Hujan Badai)
yang menyebabkan kerusakan lingkungan; kerugian
harta benda dan jiwa;

c. bahwa untuk mengurangi risiko bencana
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana perlu disusun
Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi
Sumatera Barat.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2025.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Darurat Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2007 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2021-2025

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat

BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penggulangan
bencana.

6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi
daerah.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

9. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2025, yang selanjutnya disingkat RPB adalah Perencanaan
Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan analisis resiko
bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen
resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 2
(1) RPB berkedudukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi upaya

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam waktu 5
(lima) tahun mendatang.

(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian
dari perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu dan
terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
dalam upaya mengurangi resiko bencana di Daerah.

Pasal 3
(1) RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana

Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.



Pasal 4
(1) RPB dituangkan dalam Dokumen RPB yang memuat sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH
c. BAB III : PENILAIAN RISIKO BENCANA
d. BAB IV : PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
e. BAB V : MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
f. BAB VI : ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA
g. BAB VIII : PENUTUP

(2) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 2 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR :15


